
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 l 1 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerin tahan Daerah, dan Pasal 104 ( 10 Pera tu ran 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Kepala Derah wajib mengajukan 

rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokurnen 

dokumen pendukungnya Kepada DPRD sesuai waktu yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk 

memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rencana 

Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

BUPATI KEPULAUAN SULA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA 

NOMOR 01 TAHUN 2022 

BUPATIKEPULAUANSULA 

PROVINS! MALUKU UTARA 

Menimbang 



1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Da.erah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomo 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
246., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Nemor 3988); 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas da.ri Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Negara 3895); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, 
Ka.bupa.ten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur 
dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 

Anggaran 2022 i 

Mengingat 



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia 

T.ahun 2004 Nomor 05,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

9. Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

P.emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tamb.ahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Republik 

Indonesia Nomor 6398); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Keduduk.an Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575}; 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akunt.ansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165}; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 



21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

6041); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Rebublik lndonesiaTahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tamba.han Lembaran 
Negara Nomor 6622); 

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas P.eraturan Presiden Nomor .54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jas Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63); 



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 
157); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
70 Tahun 2019 Tentang Sistem lnfonnasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1114); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahu Anggaran 2022 (Berit.a Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 10 
Tahun 2008 Tentan g Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

34. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 16 Tahun 2014 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Sula; 

33.Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dearah Kabupaten 
Kepulauan Sula; 



( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapat.an Asli Daerah sejumlah Rp. 29.757.557.681,00 
b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 731.120.255.077,00 

c. Lain-lain pendapat.an daerah yang sah sejumlah Rp. 21.519.530.000,00 

Pasal2 

0,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Anggaran Tahun 

Berkenaan Rp 

1. Pendapatan Daerah Rp782.397 .342. 758,00 

2. Belanja Da:erah Rp808.897.342.758,00 [-] 
Surplus/ (Deft.sit) Rp(29.000.000.000,00) 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan Rp29 .000. 000.000,00 

b. Pengeluaran Rp 2.500.000.000,00 
- • , •• , s • ·-· ••• a . - w ._ [ - ] 

Pembiayaan Netto Rp 26.500.000.000,00 [-] 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai 
berikut: 

Pasall 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGOARAN 2022 

MEIIOTUSKAN : 

BUPATI KEPULAUAII SULA 

DEWAN PERWAKJLA.N RAKYAT DABRAB KABUPATE!f KEPULAUA.N SULA 

Dengan Penetujuan Benama 



(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: 
a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 561.646.090.535,00 
b. Belanja Modal Rp. 131.522.036.958,00 
c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 
d. Belanja Transfer sejumlah Rp. 114.229.215.265,00 

(2) Belanja Operasi sebagaimana diroaksud pada ayat (l)huruf a terdiri dari 
jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 269.926.501.376,00 
b. Belanja Barangdan Jasa sejumlah Rp. 286.807.839.959,00 
b. Belanja hibah sejumlah Rp. 2.411.749.200,00 

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : 
a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp. 1.700.000.000,00 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 25.383.663.830,00 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sejumlah Rp. 33.729.950.800,00 

Pual3 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf a terdiri 

dari: 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 9.000.000.000,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9.791.131.672,00 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 
1.500.000.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 
9.466.426.009,00 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari: 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 731.120.255.077,00 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 10.238.209.077,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Lain-lain Pendapa.tan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan 

sejurolah Rp. 21.519.530.000,00 



Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1, terea:ntum dalam lampiran yang merupakarr ba:gian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Orgasnisasi; 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
4. La.mpiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi SKPD, program, dan kegiatan; 
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan daerah; 

6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan. 

Paaal 5 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 29.000.000.000,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp.2.500.000.000,00 

Pual4 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah Rp. 

70.708.422.328,00 

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 
dari jenis belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 
jenis belanja : 
a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 2.027 .353.167 ,00 

b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 112.201.862.098,00 



19 200312 2 005 
GADJI SH 

Salinan esuia dengan aslinya 
KEPALA AGIAN HUKUM, 

(NOREG PERATURAN OAP.RAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVTNSJ 

MALUKV VTARA NO MOR : 1 /2022 ) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHU N 2022 NOMOR 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN IKEPULAUAN SULA 
<£ 

FAD!L~ARIDIN 
I 

Diundangkan di Sanana 

Pada tanggal, Januari 2022 

Ditetapkan di Sanana 

Pada tangg I, Januari 2022 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sula. 

Pasal 7 

Bupati Kepulauan Sula menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD. 

Pasal 6 



19 200312 2 005 
GADJl SH 

Salinan esuia dengan aslinya 
KEPALA AGIAN HUKUM, 

(NOREG PERA'T'URAN DAERAH KABUPA'T'EN KEPULAUAN SULA PROVINS! 

MALUKU UTARA NOMOR : 1 /2022 } 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATENjKEPULAUAN SULA 
" (l;-'.. @_ 

\ -. 
FAI>lL ARIDIN 

,,.\N C:, ~ 

LEMBARAN-DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 

Diundangkan di Sanana 
Pada tanggal, Januari 2022 

BUPATI 

Ditetapkan di Sanana 
Januari 2022 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sula. 

Pasal 7 

Bupati Kepulauan SuJa menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD. 

Pasal 6 


